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Menimbang I a.

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

WALI KOTA PEUATAITG{IIAI{TAR,

bahwa pelaksanaan pengelolaan keualgan daerah harus
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan p€rundang-
undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat;

bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi
Presiden Nomor 1O Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2O17,
setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara
bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Pematangsiantar tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Transaksi Non Ttmai di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59'
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahal Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana
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4.



6.

R

9.

lo.

tL

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO6 Nomor
25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6ral;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaaan Uang Negara/ Daerah (le mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 83, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 I O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 201 I ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2O08
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor lgOlPMK.OSl2Ol2
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun
20O7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2O 17
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;

15, Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 24 Tahun
2OI4 tentang Sistcm Akuntansi Pemerintah Kota
Pematangsiantar;

16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun
20 14 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 32 Tahun
2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor
25 Tahun 20 14 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Pematangsiantar;

12.

IJ.
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18.

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 26 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pencairan Dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantan Nomor O2 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota'
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf
Ahli Wali Kota Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor O3 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor O4 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun
2Ol7 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\-rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Keiurahan Kota
Pematangsiantar.

19.

20.

21.

22.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

BAB I
KSTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematargsiantar.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Tahun 1945.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pernerintahan daerah yang dapat dinilai



lt.

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut'

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBb adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah'

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dan bpRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran / pengguna balang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
OPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat
PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada OPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK
adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Transaksi Non Tunai ada-Iah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan irl-strument berupa alat
pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau
sejenisnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menataausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada OPD.

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Wali Kota dan digunakan untuk menamPung sebagian
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

8.

9.

10.

14.

15.

16.

11.

18.



21. Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Wali Kota dan digunakan untuk menampung
seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.

22. Kas Bendahara Pengeluaran adalah temPat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Wali Kota dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.

23. Pendapatan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah'

24 . Belanja Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah'

25. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah
daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran' yang perlu dibayar
atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surPlus anggaran'

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

aahafr kepaia satuan kerja pengelola keuangan daerah yang

selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai 
- 
tugas

melaisanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Ruang LingkuP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan wali Kota ini, meliputi pelaksanaan ransaksi
non tunai terhadap transaksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Daerah pada APBD Kota Pematangsiantar.

PendaPatan Daerah
Pasal 3

Pendapatan Daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-tain pendapatan daerah yang sah'

Pendapatan Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai'

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri
atas :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah'

Belanja Daerah
Pasal 4

(1) Belanja Daerah dilakukan oleh bendahara pengeluaran secara non

tunai.
Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak
langsung.
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait. secara

tangsung deigan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas;

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa; dan

q

(l)

t2l

(3)
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c. Belanja Modal.

(4) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
' terkaji secara langsuttg d.t ga.t pelaksanaan program dan kegiatan

yang terdiri atas ;

a. Belanja Pegawai;
b. Bunga;
c. Subsidi;
d. Hibah;
e. Bantuan Sosial;
f. Belanja Bagi Hasil;
g. Bantuan Keuangan; dan
h. Belanja Tidak Terduga.

Pembiayaan Daerah
Pasal 5

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan.

(1)

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN

Pasal 6

Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah bertugas untuk
menyimpan, menyetorkan' menatausahakan
*.-p..i"ttggr-,ngiawabkan penerimaan .pendapatan dalam
pelalisanaan APBD pada Perangkat Daerah'

menerlma,
dan

rangka

(2) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan

terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang

menj adi tanggungiawabnYa.

(3) Bendahara Penerimaan dalam
menggunakan:

melakukan Penatausahaannya

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
b. Surat KetetaPan Retribusi;
c. Surat Tanda Setoran;
d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
e. Bukti penerimaan lainnya yang sah'

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 7

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah hrtugas menerima'

menylmpan, membayarkan-, menatausahakan dan

;;;p.;""gg"ngiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rang6 pJ"k."t."tt APBD pada perangkat daerah'

Dalam mela,ksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1)

Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah berwenang;

". 
ft{."g".i"ttn permintaan pembayaran menggunakan Surat

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang/Tambahan

Uang dan Surat Permintaan pembayaran Langsung' untuk

(1)

(21



(4)

pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran

l,angsung untuk Pembayaran Gaji dan T\mjangan;

b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;

c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

d.MenolakperintahbayardariPA/KPAyangtidaksesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Meneliti kelengkaPan dokumen.

(3) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA'

ditunjuk Bendahara iengeluaran Pembantu Perangkat Daerah ,untuk
mela.isanakan sebagian iugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran

Perangkat Daerah;

Untuk melaksanakan sebagian tugas
ayat (3) Bendahara Pengeluaran
berwenang;
a. MengajJkan permintaan pembayaran menggunakan Surat

Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat

Permintaan Pembayaran l,angsung, untuk pengadaan barang dan

jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk
pembayaran gaji dan tunjangan;

b. Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari

tambahan uang dan/atau pelimpahan uang persediaan dari

Bendahara Pengeluaran;
c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

d. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan ;

e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan

Pembayaran langsung untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat

Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran Gaji dan

T\rnjangan Yang diberikan PPTK; dan

f. Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran

Langsung untuk Pembayaran langsung untuk pembayaran Gaji dan

Tun;angan yang diberikan PPTK, apabila dokumen tersebut tidak

memenuhi syarat dan atau tidak lengkap'

BAB IV
PENDAPATAN DAERAH SECARA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal B

Penerimaan atas pendapatan daerah berupa pajak daerah dilaksanakan

secara non funai, terdiri dari :

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C;

g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaani
j. Pajak BPHTB.

sebagaimana dimaksud Pada
pembantu Perangkat Daerah



Pasal 9

Penerimaan atas pendapatan daerah berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan menggunakan transaksi non tunai'

Pasal 10

penerimaan atas pendapatan daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai, meliputi :

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
b. Jasa Giro;
c. L,ain-lain PendaPatan.

Pasal il

Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pembayaran

Retribusi Daerah dan transaksi yang dilakukan pada mobil pelayanan

keliling PBB-P2, serta pembayaran pajak secara uang tunai melalui bank

yang ditunjuk langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kota

Pematangsiantar.

BAB V
BELANJA DAERAH SECARA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 12

(1) Belanja daerah yang dibayarkan melalui ransaksi non tunai' meliputi :

1. Belanja Pegawai meliputi Gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)'

Uang Makan PNS, dan penghasilan lain yang sah, Uang kmbur PNS

dan THL, Honorarium PNS, Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, Gaji DPRD Kota Pematangsiantar dan tunjangan lainnya'

Honor Tenaga Harian lepas (THL), Honorarium staf ahli dan tim ahli

di DPRD.
2. Pembayaran Belanja Pe{alanan Dinas'

3. Pembayaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial' Belanja

Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Bantuan

Tidak Terduga yang tercantum daiam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA/ DPPA) SKPKD.

4. Belanja Modal.
5. Belanja lainnya yang ditampung dalam APBD'

6. Belanja Barang dan Jasa
(2) Dikecualikan dari transaksi non tunai adalah belanja BOS' BLUD' BBM'

benda Pos, listrik, air dan telePon'

Pasal 13

(1) Pembayaran transaksi non tunai pada pasal 12 di atas dilaksanakan

pada Bank Yang ditunjuk.



(2) Biaya yang timbul akibat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh

bendahara pengeluaran dibebankan kepada si penerima'

BAB VI
PELAPORAN POSISI KAS TUNAI DAN NON TUNAI

Pasal 14

BendaharaPengeluarandiwajibkanmelaporkanposisisaldoGirokepada
Pengguna Anggaran setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

akhir bulan.

BAB VIi
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 15

Tata cara penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah secara

non tunai tercantum dalam ta.mpiran yang merupakan bagian yang ridak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini'

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2O19'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Pematangsiantar'

Ditetapkan di Pematangsiantar*'- t"?r" 'c'Ppada tanggal Ik-\

WALI KOTA PEMAiANGSIANTAR'

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsnn?r,,.,
pada tanggal '1t I.E-(t w Pa 1" ]{:! L

SEKRE-TARIS DAERAq KOTA PEMATANGSIANTAR'

BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2OI8 NOMOR ']'



I"AilPIRAN PERATT'RAI{
rfotoR :

TANGGAL ]

TEITTATIG :

WATI KOTA PEtrIATAJTGANNTAR
z i 1Z l-is'Y -lgtit
]r li.Ca {\.1t, C 2 7ot?

PETUT.TUK TEI(IfIS PEI"AKSAI{AAII
TRAI{sAI{ST TOI| TUNAI DI
LII|GKI'IfG^AIT PEUERIITTAJI KOTA
PEUATAITGSIAI{TAR.

BAB I
PENDAHULUAN

I . Latar Belakang

Pengelolaankeuangandaerahperludilakukans€caratertib,taat
pada peiaturan p...tid".tg-,tndangan, e{isien, ekonomis' efektif'
i."rr"p.r"rr, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rase keadilan'
kepaiutan'dan manfaii unluk masyarakat' Sehubungan dengan hal

tersebut, diperlukan percepatan implementasi transaksi pembayaran 
- 
non

ir-,tt- p.a"'eemerintah Daerah Kota Pematangsiantar dengan membuat
petunjuk teknis pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai'

Langkah percepatan implementasi transaksi pembayaran .non tunar

tersebut iid,tk ,.tg i.ttgatt Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016

tentang Aksi Penc-egah"tt a.tt Pemberantasan Korupsi Tahun 20^16-dan

tahun-zotZ, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1867/SJ

Tahun 2017 tentang Implementasi Ttansaksi Non Tlnai pada Pemerintah

Daerah XalupatenT Xota. Pemerintah Kota Pematangsiantar telah

menerbitkan Instruksi wali Kora Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2o17

tentang Pelaksanaan Transaksi Non T\rnai Di Lingkungan Pemerintah Kota

Pematangsiantar.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tduan pen5rusunan Petunjuk Teknis Transaksi
pembayaran Non Tuna-i pada- pemerintah Koia Pematangsiantar adalah

sebagai berikut :

a'TatacaratransaksipembayarannontunaibersumberdariAPBD
Pemerintah Kota Pematangsiantar;

b. Memudahkan pelaksanaan anggaran' penatausa-rraan oan

pertanggungiawaban APB D.

3. Ruang LingkuP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Transaksi Pembayaran Non Tunai
pada Pemelint"i fot" Pematangsiantar meliputi tata cara pembayaran

belanja secara non tunar.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

SECARA NON TUNAI

Tata cara pembayaran atas pendapatan daerah secara non tunai' yaitu :

). Wajib pajak membayarkan pqjak 
. 
sebesar surat tanda setoran

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)'
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2.

3.

Pembayaran PBB yang diterima secara tunai melalui mobil pelayanan

keliling PBB-P2 tangsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah

melalui loket Bank SUMUT pada hari yang sama'

Bendahara penerimaan bertugas membuat pencatatan dan laporan

atas besaran pajak yang diterima pada Rekening Kas Umum P3tt*
(RKUD) 

".*.,tidi.rg"r, 
Surat Tanda Setoran yang telah divalidasi Bank'

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN BELANJA DAERAH

SECARA NON TUNAI

Tata cara pembayaran atas belanja secara non tunai' yaitu:

l. Belanja Pegawai yang meliputi Gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)'

.r"r,g t,t*.Jtt PNS, penghasilan lain yalS Th, Uang lembur PNS dan THL'

Hon6rarium PNS, 
-GE"i 

Kepala Dairah dan Wakil Kepala Daerah' 
-G-aj 

i

DPRD Kota e.*"t"rrg"i..rL a"tt tunjangan lainnya, Honoranrrm d-d-d

fr;; i;;"ga Hariai lrpas {THL), staf ahli dan tim ahli di DPRD

dibayarkan secara non tunai' meiatui mekanisme Langsung (LS) ke

Beniahara Pengeluaran kemudian Bendahara Pengeluaran mengirimkan

dana dimaksud- sebesar yang dicatatkan sebagai pertanggungiawaban

kepada rekening penerima qada Bank Sumut;
z. F.ill"ytt- e;lanja ee4al'anan Dinas -dibayarkan 

melalui- T:ki1ry
langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran yang selanlutnya- drrcnm

ke 
"rekJning maling-masing penerima aT/1bY melalui. mekanisme

GU/TU/UP yang dalam pelaksanoannya dilakukan penginman dana

mei"tui rekenin[ Bendahia Pengeluaran kepada rekening .p"tltT*^'
yaitu reke.ting piA" Bank Persepsi yang dihunjuk oleh Pemerintah Kota

ir.-"t"rrg"iurr-t", d"ng"tr memperhatikan cakupan wilayah pelayanan

Bank PersePsi dimaksud;
3. Teknis pelaksanaan p.tttt"y*". Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah'

sebagai berikut :

a. Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan saat berangkat sebagaimana .yang
tercantum pada Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat pttilSl
Perjalanan Dinas (SPPD) dengan ke^tentuan pembayaran Draya

penginapan hanya dibayarkan sebesar 3O7o'

b. Seluruh biaya perjalanan dinas dibayarkan penuh apabila komponen

perjalanan ain"" f"t tp" bukti perjalanan dinas dan besar tagihan

penginaPan telah diketahui.

4. Teknis pelaksanaan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daeratr'

sebagai berikut :

a.Apabilabiayaperjalanandinasbelumdiketahuisecarariilsesuainilai- ;;; i;.dt"- dJ"* Surat Perintah Perjalanan oi11:]?.t-lo]^l'*"
tlaia perjatanan dinas dibayarkan dengan ketentuan lumpsum seoesar

f OOy., ni-aya tiket sebesar 5"Oolo, dan biaya penginapan sebesar 3O7o'

b. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas- menggunakan resi penginapan

lewat agen p.tr"i;;';;lite maka pelaksana perjalanan dinas wajib

melamfrrkan surat keterangan yang 
. 
diterbitkan oleh pengtnapan

L.."urrgt rrt ., seuagaimana t"tlegti SPT/SPPD yang telah ditentukan'

c. Seluruh biaya perjalanan dinas dibayarkan penuh. apabila komponen

pedalanan dinas ierupa tiket pesawat pulang-pergi dan besar tagihan

penginaPan telah diketahui'
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5. Segala pembayaran atas kelebihan dan kekurangan biaya yang
diterima dilakukan secara non tunai.

BAB IV
PENUTUP

Segala ketentuan yang diatur sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan ini dapat diberlakukan sebagai pelengkap Petunjuk Teknis ini'
Ditekankan bagi para pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, bahwa sepanjang tidak ada aturan lain yang lebih tinggi di dalam
pengaturan pelaksanaan administrasinya, maka Petunjuk Teknis
Felaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota
Pematangsiantar ini wajib untuk dilaksanakan.

Demikian Petunjuk Teknis ini disampaikan untuk diperhatikan dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,
i

HEFRIANSYAH

It


